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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah Korupsi telah lama diatur di Indonesia, hal ini terbukti dengan 

dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 

April 1958 No.Prt/Peperpu 013/1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala 

Staf Angkatan Laut No.Prt/2.1/17 tertanggal 17 April 1958. Lalu kemudian Peraturan 

Penguasa Perang tersebut diganti tanggal 9 Januari 1960 dengan berlakunya Peperpu 

No. 24 Tahun 1960 (Lembaran Negara No.72 Tahun 1960) tentang Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan 

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diundangkan dengan Undang- 

undang No.l tahun 1960 menjadi Undang-undang No.24 Prp Tahun 1960.

Masalah Korupsi yang sangat rumit ini terus berkembang seiring dengan 

berjalannya kemajuan teknologi dan modus operandinya. Rumitnya masalah korupsi 

ini jelas tidak tertampung oleh KULI Pidana, bahkan undang-undang yang ada pun 

dianggap tidak memadai lagi untuk memberantas berkembangnya tindak pidana 

Korupsi ini. Oleh karena itu pada tahun 1971 dikeluarkan Undang-undang No. 3

Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun kemudian

Undang-undang inipun diganti pada tahun 1999 dengan Undang-undang No.31

Tahun 1999 dengan judul yang sama. Kemudian pada tahun 2001 kembali

dikeluarkan Undang-undang tentang Korupsi yang baru yaitu Undang-undang No.20

1
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Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Memasuki masa dua tahun agenda pemberantasan korupsi, Indonesia 

dinobatkan Transparency International (TI) berada dalam posisi 130 di antara 16j> 

negara terkorup di dunia. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2006 itu, skor 

Indonesia hanya 2,4 atau naik 0,2 dari 2,2 pada tahun sebelumnya.1

Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam 

dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good 

governance) dengan cara mengahancurkan proses formal. Secara umum, korupsi 

mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, 

penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatannya bukan 

karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi

pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Korupsi juga 

mempersulit pembengunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintah.2

Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari agenda nasional, oleh

karena itu Kejaksaan di Palembang telah mencanangkan suatu “Deklarasi Bersama’' 

yang dihadiri oleh tokoh masyarakat formal dan non formal.3 Inti deklarasi tersebut

adalah suatu pernyataan sikap bersama yang akan memberantas korupsi yang telah

1 Jawa Pos, Perkembangan Korupsi di Indonesia, 30 November 2006 
' Wikipedia Indonesia.com, Korupsi di Indonesia, 15 Mei 2007
■ Syahrul Machmud, Prosedur Penanganan Perkara Koneksitas Korupsi, Majalah Hukum 

Varia Peradilan, Desember 2006, Jakarta, Hal.56
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menjadi budaya bangsa Indonesia serta mengingatkan agar tidak terlibat dalam 

kegiatan korupsi.4

Untuk mempercepat pemberantasan korupsi ini dibentuklah suatu lembaga 

independent yang memiliki kewenangan lebih atau ex(ra ordinary dibandingkan 

dengan aparat penegak hukum konvensional seperti Polisi dan Jaksa (walaupun 

penyidik Jaksa dalam kasus Korupsi masih ada yang berpendapat tidak memiliki 

kewenangan), lembaga atau badan yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (KPK).5

Masalah Korupsi dianggap sangat meresahkan dan sangat berpengaruh 

dalam pembangunan, karena itu pembuat undang-undang membuat kekhususan - 

kekhususan hukum acara yang menyimpang dari aturan Undang-undang No. 8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Terlepas dari persoalan tersebut di atas, terjadi kasus korupsi yang terjadi di 

Sekayu yang pelakunya adalah rakyat sipil yang tunduk dan masuk lingkungan 

peradilan umum dengan bersama-sama seorang yang tunduk dan masuk lingkungan 

peradilan militer, yang mana kasus tersebut dinamakan dengan perkara koneksitas. 

Kasus tersebut merupakan kasus korupsi dengan tersangka Ketua DPRD Musi Banyu 

Asin, LA yang berasal dari fraksi ABRI dan tunduk pada peradilan militer,dan rekan- 

rekannya yang tunduk pada peradilan negeri, mengenai dana perjalanan dinas fiktif 

untuk Anggaran 2006.

4 Ibid
5 Ibid, Hal. 57
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Untuk perkara koneksitas ini memerlukan penanganan yang spesifik karena

tidak sama dengan penanganan perkara biasa. Prosedur penangananya terkadang

dilalaikan oleh aparat penegak hukum, terutama pihak penyidik di lapangan yang

berakibat gagalnya suatu penuntutan di Pengadilan. Seperti kasus korupsi yang terjadi

di Sekayu tersebut yang terkait perkara koneksitas, yang menurut Hakim Ketua

Pengadilan Negeri Sekayu prosedur penangannya tidak tepat. Baik dalam hal

penyidikan, pelimpahan berkas perkara hingga pemeriksaan di peradilan.

Atas dasar pertimbangan dan perhatian kepada maraknya kasus korupsi

yang terjadi, penulis memilih “ANALISIS PROSEDUR PENANGANAN

PERKARA KONEKSITAS KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”

sebagai judul skripsi.
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B. PERMASALAHAN

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahasnya ke dalam suatu tulisan dengan mendasarkan pada permasalahan yang 

menjadi pokok persoalan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penanganan perkara koneksitas korupsi oleh aparat penegak

hukum ?

2. Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara koneksitas tersebut ?

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang

diangkat dan agar dalam pembahasannya tidak menyimpang perlu ditegaskan bahwa

ruang lingkup yang akan diuraikan adalah mengenai prosedur penanganan perkara

koneksitas di pengadilan negeri. Untuk itu titik berat permasalahan akan dilakukan

dari prosedur penanganan perkara koneksitas di pengadilan negeri sehingga tidak 

menyinggung aspek atau tinjauan lain, dengan harapan hasil pembahasannya nanti 

tetap selaras dengan ruang lingkup yang proporsional.

Dalam ruang lingkup pembahasan ini selain melihat prosedur penanganan 

perkara koneksitas juga membahas mengenai kompetensi pengadilan 

berwenang untuk menangani perkara koneksitas tersebut.

mana yang
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D. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1 .Untuk memberikan gambaran tentang prosedur penanganan perkara koneksitas

korupsi.

2.Untuk menganalisis pengadilan yang berwenang dalam pemeriksaan perkara

koneksitas korupsi.

E. MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoretis

Dari penulisan ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan berkaitan

dengan prosedur penanganan perkara koneksitas korupsi pada pengadilan negeri.

2. Manfaat Praktis

Dari penulisan ini diharapkan agar berguna bagi para akademisi maupun 

pratisi agar dapat dilakukan penelitian-penelitian yang lebih mendalam mengenai 

prosedur penanganan perkara koneksitas korupsi dan mampu menjalankan 

penanganan perkara koneksitas korupsi sesuai dengan prosedurnya.
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F. METODE PENULISAN

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan di bidang ilmu hukum disesuaikan dengan 

yang dibahas, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penulis 

mencoba menelaah prosedur penanganan perkara koneksitas korupsi dengan meneliti 

terhadap asas-asas hukum, konsep-konsep dan peraturan-peraturan hukum yang ada.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif

yang bersumber pada data sekunder, yaitu :

1 .Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data ini diperoleh dengan

berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yangmenelaah

diangkat dalam skripsi ini. Bahan Hukum Primer, yaitu :

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- 

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.
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2.Bahan Hukum Sekunder

Yang terdiri dari dokumen-dokumen tentang prosedur peradilan 

perkara koneksitas, termasuk putusan sela majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Sekayu yang mengadili perkara koneksitas korupsi, yaitu

Putusan Sela Nomor :257/Pid.B/2006/PN.Sky.

3.Bahan Hukum Tertier

Yang terdiri dari majalah-majalah tentang hukum.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengkaji bahan hukum atau data

kepustakaan dengan cara analisis kualitatif, untuk kemudian dikonstruksikan dalam

bentuk kesimpulan.
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